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Judul SOP

Pemungutan Retribusi Sewa Rumah Dinas, Sewa Aula dan Lainnya

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah.

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Gubernur
Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Nusa
Tenggara Timur .

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 77 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi
Nusa Tenggara Timur.

1. PNS, jujur, teliti, tanggung jawab.
2. Pendidikan minimal SLTA.

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Bendahara Gaji
2. SOP Bendahara Penerimaan

1. ATK.

2.

3. Telepon/Faximile.
4. DPA, TOR, RAB.
5. BKU.

Komputer/laptop dan printer.

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila tidak dilaksanakan sesuai prosedur maka akan menghambat pelaksanaan kegiatan di Biro
Organisasi.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual dokumen SPP UP/TU/GU.




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Bend?hara Operator SIPKD Kelengkapan Waktu Output Keterangan
Penerimaan
1 2 3 4 5 6 7 8
1. |Menerima pembayaran tunai Kuitansi Sewa 5 Menit Kuitansi dan
sewa rumah dinas dan sewa pembukuan
aula, mencatat dalam Buku ' Mulai ' penerimaan
Kas Penerimaan dan
menyetor ke BUD/Kas
Daerah
2 [Menginput dalam Aplikasi Bukti Setoran 15 menit Hard Copy dan Soft
SIPKD bukti setoran bank Bank Copy SIPKD
atas retribusi Dinas Selesai




